PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dampak krisis ekonomi globakrpttensi
menimbulkan  kekeringan likuiditas keuangan dan
perbankan;

b. bahwa untuk mengatasi kekeringan likuiditas, Bank
Indonesia perlu menempuh beberapa kebijakan pedwagg
likuiditas untuk meminimalkan risiko yang dapat
mempengaruhi stabilitas;

c. bahwa pengaturan likuiditas perbankan antara litakukan
melalui penetapan giro wajib minimum;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada humuifud,

b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kdmb
ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank
Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu

Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:...



Mengingat:

Menetapkan:

1.
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992aten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indone3iahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadkom
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&mor
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia mahu
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO NJIB

MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjade:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud daladangnUndang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitakediubah dengan

Undang...
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kacédrang bank
asing, yang melakukan kegiatan usaha secara kaowehs

Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat pekam dari Bank
Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usahaapkain dalam valuta
asing;

Dana Pihak Ketiga Bank, untuk selanjutnya diseld@KPadalah kewajiban
Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalamhrdaia valuta asing;
Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal méuteli Bank Indonesia
yang merupakan sarana bagi penatausahaan trawsaksimpanan yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat;

Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutdigebut Rekening
Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uangiah yang
penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakarBaek Indonesia,
bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnyabagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku memgeodungan
rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihateek;

Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk satagp disebut
Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalanutaalasing yang
penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemin#ahbuatau sarana
lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Badknésia yang
berlaku mengenai hubungan rekening giro antara Bad&nesia dengan
pihak ekstern;

Giro Wajib Minimum §tatutory reserve), atau yang untuk selanjutnya
disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harusliti@ra oleh Bank
dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indangang besarnya

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persemdsatu dari DPK;

8. Jakarta ...
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8. Jakarta Interbank Offered Rate, yang untuk selanjutnya disebut JIBOR,
adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangk&tu yang

ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

BAB I
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM

Pasal 2

(1) Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah.
(2) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan seb@g#a dimaksud pada

ayat (1) juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing

Pasal 3

GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasgh® (1) ditetapkan
sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPKndaigiah.

Pasal 4

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalasalP2 ayat (2)
ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari DPK dedéduta asing.

Pasal 5

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasah 3Pasal 4 dapat
disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertighkam kondisi

perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.




(1)
(2)

3)

(1)

(2)

3)

-5-

BAB IlI
REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA

Pasal 6

Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro RupiatigopBank Indonesia.
Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening GiupiRh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga wajib memelihara Relge@iro Valas pada
Bank Indonesia.

Tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan danypam Rekening Giro
Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimanaldiod pada ayat
(1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketenBemk Indonesia yang
berlaku mengenai hubungan rekening giro antara Bad&nesia dengan

pihak ekstern.

BAB IV
PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

Pasal 7

Bank wajib memenuhi GWM sebagaimana dimaksud dd&asal 3 dan
Pasal 4 secara harian.

Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayathityngj dengan
membandingkan saldo Rekening Giro Bank pada Badknesia setiap
hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rataheatan total DPK dalam
1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporatusaiya.

DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Padah PPK dalam
valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasaledotep dari Laporan

DPK dalam Rupiah dan Valutasing pada Laporan Berkala Bank Umum

sesuai...



(1)

(2)

1)

(2)
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sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengeraalaerkala bank

umum.

Pasal 8

Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia séfaga dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) masing-masing terdiri dari:

a. saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bankried@a,;

b. saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indanes

Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank padakBidonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh @#ens akunting Bank

Indonesia.

Pasal 9

DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Ptealid dari:

a. rata-rata harian total DPK dalam rupiah pada sblwantor Bank di
Indonesia;

b. rata-rata harian total DPK dalam valuta asing pdaruh kantor Bank
di Indonesia.

DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupialp&@a pihak ketiga

bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan pekdyang masing-

masing terdiri dari:

a. giro;

b. tabungan;

c. simpanan berjangka/deposito; dan

d

kewajiban-kewajiban lainnya.

(3) DPK...
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(3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalamutealasing kepada
pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik Heppenduduk maupun
bukan penduduk, yang masing-masing terdiri dari:

a. giro;

b. tabungan;

c. simpanan berjangka/deposito; dan
d

kewajiban-kewajiban lainnya.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 10

Bank wajib menyampaikan laporan mengenai DPK dass-pos neraca
mingguan, dalam rupiah dan valuta asing, secatalaekepada Bank Indonesia
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesragemai laporan berkala

bank umum.

BAB VI
JASA GIRO
Pasal 11

(1) Bank yang memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimanaldiod dalam
Pasal 3 akan diberikan jasa giro terhadap bagitenta dari GWM.

(2) Bagian tertentu dari GWM dalam rupiah sebagaimameaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perdan)rata-rata harian

total DPK dalam rupiabh.

(3) Jasa..
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(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) idabesetiap hari kerja
dengan tingkat bunga sebesar tingkat bunga efeltiinan, yaitu sebesar
Bl Rate yang berlaku dikurangi dengan @@8is points.

(4) Pemberian jasa giro dan atau tingkat bunga jasasgibagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diskanaidengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah jdéeim Bank
Indonesia.

(5) Penyesuaian tingkat bunga jasa giro sebagaimanakdud pada ayat (4),
perhitungan dan tata cara pembayaran jasa girardeih lanjut dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalarh Basdak berlaku bagi:

a. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang mif@lekewajiban
pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yangktis@menuhi kewajiban
GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasukk Bang
mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajib&@ WM
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiagemai insentif

dalam rangka konsolidasi perbankan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 13

(1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM selveaga
dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi kbamjimembayasebesar

125%...



(2)

3)

(4)
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125% (seratus dua puluh lima persen) dari ratasatal bunga jangka
waktu 1 (satu) hamvernight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran,
terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk séizappelanggaran.
Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM seivaga dimaksud
dalam Pasal 4, dikenakan sanksi kewajiban membaghesar 0,04%
(nol koma nol empat persepgr hari kerja, yang dihitung dari selisih antara
saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bankredia yang wajib
dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro ValaskBang dicatat pada
sistem akunting Bank Indonesia.

Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud Eadd (2)
dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakes tkansaksi Bank
Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikkanatiagi Bank yang
mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajB®WM rupiah
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiagemai insentif

dalam rangka konsolidasi perbankan.

Pasal 14

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ddasad 13, Bank yang tidak

memenuhi kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimanakdind dalam Pasal 3

dan atau Pasal 4, dapat dikenakan sanksi admitifigedbagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 199fngnPerbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Ndmitehun 1998.

BAB VIII ...



1)

(2)
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BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalanh Plaatau pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayatail)ayat (2)
dilaksanakan dengan pengkreditan atau pendebeteniRg Giro Rupiah
Bank pada Bank Indonesia.

Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah tidak mencukumpuk pendebetan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mak&ektasngan tersebut
juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalaai Paayat (1).

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini rRgkaturan Bank Indonesia
No. 6/15/PBI1/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang GAfajib Minimum Bank
Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valutagdsebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia M4#0/PBI/2005 tanggal
29 November 2005 dicabut dan dinyatakan tidak kerla

1)

(2)

Pasal 17

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini yaerkditan dengan
kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing mulaiake pada
tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanti&ktober 2008.
Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini yaerkaitan dengan
kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah mulai berlgkga tanggal
24 Oktober 2008.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagngan Peraturan Bank
Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaragarnd Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMORL45
DPNP/DKM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

l. UMUM

Terciptanya stabilitas moneter merupakan hal yasggat diperlukan
dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yarigbils Untuk
menciptakan stabilitas moneter diperlukan langlkadgkah untuk mengatasi
dampak krisis ekonomi global yang berpotensi menikdn kekeringan
likuiditas keuangan dan perbankan. Salah satu jpeatal® yang dapat digunakan
oleh Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas neneddalah melalui
pengendalian likuiditas perbankan.

Dalam melakukan pengendalian likuiditas perbanlsatah satu piranti
moneter yang dapat digunakan adalah melalui peaet&pbijakan giro wajib
minimum yang merupakan perbandingan antara saldw lgank yang wajib
ditempatkan pada Bank Indonesia terhadap dana gétada yang dimiliki bank.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mampartgkan kondisi
perekonomian, kondisi likuiditas perbankan, darhd&mabijakan Bank Indonesia
dewasa ini dipandang perlu untuk mengatur kembaterkuan mengenai giro

wajib minimum.

II. PASAL ...



.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalampiah dalam masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal l&n klanuari sebesar
Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyupiah).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 aaagngan tanggal
akhir bulan Januari adalah sebesar :

7,5% x Rp55.000.000.000.000,00 = Rp4.125.000.000000 (empat
trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 4

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalamuta asing dalam masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal l&n klanuari sebesar
USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 aangngan tanggal
akhir bulan Januari adalah sebesar :

1% x USD100.000.000,00 = USD1.000.000,00 (satuiBadollar).

Pasal 5...



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagauh
Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercita

Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masadapo
x 100%

Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu)amas
laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya

Persentase GWM Bank dalam rupiah atau valuta as@fgagaimana

dimaksud di atas didasarkan pada DPK Bank sebagé&ulx

a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sangragan 7
adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkamatianiata DPK
dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai deagggal 23 bulan
sebelumnya;

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sam@agan
tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkanrata-rata
DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampaedesichir bulan
sebelumnya;
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c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 aam@ngan
tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yanagukset dari
rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggalnipaadengan
tanggal 7 bulan yang sama;

d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 aami@ngan
tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase Gavigl gitetapkan
dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tang§galampai
dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Bagi Bank umum konvensional yang juga melakukanatag usaha
berdasarkan prinsip syariah, saldo Rekening GirtkB@ak termasuk
saldo Rekening Giro unit usaha syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Bagi Bank umumkonvensional yang juga melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, dalam menentukan D&End rupiah
dan DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK yditgporkan
unit usaha syariah.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah koepgiro
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Eilaala
Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indongsiag

berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah
komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam gsamel
komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam keden
Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan berkahk
umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/depositamda
rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaima
dimaksud dalam penjelasan komponen DaiteakRKetiga
Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yantakue

mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnydarda
rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepadialpketiga
bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasapdk@n
Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank

Indonesia yang berlaku mengenai laporan berkala barum.

Ayat (3) ...



Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing adalah
komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan
komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenairdapo
berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tabungan dalam valuta asimgatad
komponen tabungan sebagaimana dimaksud datmelasan
komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenairdapo
berkala bank umum.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/depositamda
valuta asing adalah komponen simpanan berjanglkegagbhana
dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak &etig
Dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesaagy
berlaku mengenai laporan berkala bank umum

Huruf d
Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnydarda
valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnyaakkappihak
ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalafelgassmn
komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenairdapo

berkala bank umum.

Pasal 10Q..



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh perhitungan:
Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalanpiah dalam masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 1&n bianuari
sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lithautr rupiah).
Bagian tertentu dari GWM yang diberikan jasa gidalah sebesar
2,5% (dua koma lima persen) dari Rp55.000.000.@@0AD (lima
puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp1.379.000.000,00 (satu
trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Ayat (3)
Bl Rate yang berlaku adalah Bl Rate pada hari ysailga dengan
perhitungan bagian tertentu dari pemenuhan kewajB&/M dalam
rupiah yang diberikan jasa giro.
Perhitungan bunga efektif tahunagiféctive annual rate) ditentukan
berdasarkan periodmmpounding harian selama 360 (tiga ratus enam
puluh) hari.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12..



Pasal 12

Huruf a

Contoh :

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalanpiah dalam masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 1&n bianuari
sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh litautr rupiah).
GWM harian yang wajib dipenuhi untuk masa laporajaks tanggal
24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adeladsar:

7,5% x Rp55.000.000.000.000,00 = Rp4.125.000.000000(empat
trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indenegmda
tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp6.050.0000@00® (enam
trilyun lima puluh milyar rupiah) atau 11% (sebelpsrsen) dari
rata-rata harian total DPK dalam rupiah sehinggdateat kelebihan
sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari ratalratean total DPK
dalam rupiabh.

Dalam hal ini bagi Bank A jasa giro pada tanggalJa#uari tetap
hanya diberikan terhadap 2,5% dari rata-rata hdaatat DPK dalam
rupiah, yaitu terhadap Rp1.375.000.000.000,00 (sdyun tiga ratus

tujuh puluh lima milyar rupiah).

Huruf b

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalanpiah dalam masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 bulanadasabesar
Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyupiah).

®
<
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GWM harian yang wajib dipenuhi untuk masa laporejaks tanggal
24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adeladsar:

7,5% x Rp55.000.000.000.000,00 = Rp4.125.000.000000(empat
trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Ind@nes
pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp3.578000000,00 (tiga
trilyun lima ratus tujuh puluh lima milyar rupialgehingga terdapat
kekurangan sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima dane puluh
milyar rupiah).

Dalam hal ini bagi Bank A jasa giro pada tanggalJ2#uari tidak
diberikan karena Bank A tidak memenuhi kewajiban i@\Mermasuk
apabila Bank A mendapat insentif kelonggaran petmamuikewajiban
GWM rupiah.

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hari pelanggaran adalah éga.k
Contoh perhitungan sanksi:
Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiablain masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 bulanadasabesar
Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyupiah).
GWM harian yang wajib dipenuhi untuk masa laporajaks tanggal
24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adeladsar :
7,5% (tujuh koma lima persen) dari Rp55.000.000.00®,00 (lima
puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp4.125.000.000,00
(empat trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah

Saldo...
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Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Ind@ngpada
tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp4.000.0000I0® (empat
trilyun  rupiah) sehingga terdapat kekurangan perman GWM
sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua pulamtihgar rupiah).
Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalalesaeb
9% (sembilan persen).
Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelamgg&WM
rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adsddlagai berikut:
Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x harjeker
360 x 100
yaitu
Rp125.000.000.000,00 x 1,25 x 9 x 1
360 x 100

Ayat (2)
Contoh perhitungan:
Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalamuta asing dalam
masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tah§dallan Januari
sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar).
GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 samengan
tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar :
1% x USD100.000.000,00 = USD1.000.000,00 (satuigadollar)
Saldo Rekening Giro Valas Bank A pada Bank Indengmda
tanggal 24 Januari adalah sebesar USD900.000,00bils@ ratus
ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan peimemuGWM
sebesar USD100.000,00 (seratus ribu US dollar).

Perhitungan..
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Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelaeagg&WM
dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24iaxaradalah
sebagai berikut:
0.04% x (USD1.000.000,00 — USD900.000,00) = USDaEgmpat
puluh US dollar).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurk diiambah
dengan kurs beli dibagi dua.

Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD4ér0pat puluh
US dollar) sebagaimana contoh perhitungan pada(ayati atas dan
asumsi kurs transaksi Bank Indonesia pada hariadierya
pelanggaran adalah Rp9.700,00/USD (sembilan rijon tatus rupiah
per US dollar), maka sanksi kewajiban membayar yagus
dibayarkan adalah sebesar:

40 x Rp9.700,00 = Rp388.000,00 (tiga ratus delgpasioh delapan
ribu rupiah)

Ayat (4)

Pasal 14

Sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai inseatdnd rangka
konsolidasi perbankan, penurunan pemenuhan GWMmrdalgiah
bagi Bank yang melakukan merger atau konsolid&sicdialikan dari
pengenaan sanksi apabila GWM yang dimiliki tidakakg dari 6,5%
(yaitu 7,5% - 1%) dari DPK dalam rupiah.

Cukup jelas

Pasal 15..
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Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Contoh perhitungan sanksi:
Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalanpiah dalam masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 1&n bianuari
sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lithautr rupiah).
Berdasarkan data tersebut, GWM harian untuk masarda sejak
tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Jaadatah sebesar
Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus duhplima milyar
rupiah).
Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indenegmda
tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp1.000.0000@8au milyar
rupiah), terdapat kekurangan sebesar Rp4.124.0000Q0,00 (empat
trilyun seratus dua puluh empat milyar rupiah).
Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalabsae®%
(sembilan persen).
Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelaeagg&WM
rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adsdélagai berikut:

Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hanker
360 x 100

yaitu

Rp4.124.000.000.000,00 x 1,25x9x 1
360 x 100

yaitu sebesar Rp1.288.750.000,00 (satu milyar datasrdelapan

puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu alpi

Untuk ...
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Untuk pendebetan sanksi tersebut terdapat kekunssajdo Rekening
Giro Bank sebesar Rp288.750.000,00 (Rp1.000.00M000-
Rp1.288.750.000,00).

Untuk kekurangan saldo Rekening Giro Bank sebesar
Rp288.750.000,00 tersebut dikenakan sanksi sebesar:

Kekurangan saldo x 125% x suku bunga JIBOR x hanjak
360 x 100

yaitu

Rp288.750.000,00 x 125% x 9 x 1
360 x 100

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOF 4904
DPNP/DKM



